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PENGELOLAAN 
KEUANGAN NEGARA 

SPIP yang Efektif pada Seluruh Tahapan Proses Manajemen/ 
Pengelolaan Keuangan 

Peru-
musan 

Kebijakan 

Perenca-
naan 

Pengang
-garan 

Pelaksa-
naan 

Anggara
n 

Panata-
usahaan 

Pelapo-
ran 

Moni-
toring 

dan 
Evaluasi 

AKUNTABILITAS 
KEUANGAN 

AKUNTABILITAS 
KINERJA 

 
WILAYAH 

TERTIB  
ADMINISTRASI 

 

WTA 

WAJAR TANPA 
PENGECUALIAN 

WILAYAH 
BEBAS 

KORUPSI 

WTP 

WBK 

GOOD 
GOVERNANCE 

& CLEAN 
GOVERNMENT 

Peran APIP yang Efektif 



Account 
ability 

Transpar   
ancy 

Good Governance 
Pengawasan Intern : 

(Pasal 1 angka 3 PP 60/2008 SPIP) 
 

Seluruh proses kegiatan AUDIT, REVIU, 
EVALUASI, PEMANTAUAN, dan 

KEGIATAN PENGAWASAN LAIN terhadap 
penyelenggaraan tugas dan fungsi 

organisasi dalam rangka memberikan 
keyakinan yang memadai bahwa 

kegiatan telah dilaksanakan sesuai 
dengan tolok ukur yang telah ditetapkan 

secara efektif dan efisien dalam 
mewujudkan tata kepemerintahan yang 

baik. 

 
Akuntabilitas dan Transparansi 

merupakan dua pilar utama 
terlaksananya Good Governance yang 

pada akhirnya akan terbentuk  
Clean Goverment  

 

PILAR PEMERINTAHAN 

APIP melakukan  
Pengawasan Intern  



Peran APIP dalam SPIP 
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Bupati/ 
Walikota 

Gubernur 

Presiden 

Menteri/  
Pim Lembaga 

RPJM 
Renstra  

RKT 
Program 
Kegiatan 

Efektivitas dan Efisiensi 
Pencapaian Tujuan 

Pengamanan Aset 

Keandalan Pelaporan 
Keuangan 

Penguatan Efektivitas 

Pembinaan Pengawasan Intern 

Inspektorat 
Provinsi 

BPKP 

Inspektorat 
Jenderal 

Kem/LPND 
Inspektorat 
Kab/Kota 

Ketaatan terhadap 
Peraturan Berlaku 

SPIP 
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N

PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN 

INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

KEGIATAN PENGENDALIAN 

PENILAIAN RISIKO 

LINGKUNGAN PENGENDALIAN 

U
N
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U
N
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Pengelolan sumber 

daya oleh SKPD yang 

patut, layak, efektif, 

efisien, transparan, 

akuntabilitas dan 

Perundang - 

Undangan 

Penyelenggaraan 

urusan oleh SKPD 

sesuai RPJMD, RKPD 

dan Perundang - 

Undangan 

Tujuan Pengawasan 
Intern menjamin 



Perubahan Peran APIP 

Mencari 
kesalahan  

(Watchdog 
activities) 

Memberikan keyakinan 

memadai atas ketaatan, 

kehematan, efisiensi, dan 

efektivitas pencapaian 

tujuan Instansi 

Pemerintah  

Memberikan peringatan 

dini dan meningkatkan 

efektivitas manajemen 

risiko Instansi 

Pemerintah  

Memberikan masukan 

yang dapat memelihara 

dan meningkatkan 

kualitas tata kelola 

Instansi Pemerintah 

Assurance 

activities 

Anti 

corruption 

activities 

Advisory 

activities 



Audit Kinerja/ 
Reguler 

Reviu  

PROGRAM KERJA  
PENGAWASAN TAHUNAN 

(PKPT) 

Audit Dengan 
Tujuan Tertentu 

Audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit  
keuangan dan audit kinerja (audit investigatif, Pengaduan  
masyarakat, dana BOS SMA/SMK) 

Audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi  pemerintah  
yang terdiri atas audit apsek 3E (ekonomi, efisiensi, dan   
Efektivitas) serta ketaatan pada peraturan 

Penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan  
telah sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma  
yang ditetapkan   (Reviu LKPD, RKA, SPIP) 
 

Evaluasi 

Rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi kegiatan 
dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan,  
dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhinya 
(Evaluasi LKjIP/AKIP, EKPPD, Evaluasi Kebijakan)  

Consulting 
Activity 

Quality 
Assurance 

Pengawasan Lain / 
Consulting 

Kegiatan pengawasan lain yang tidak memberikan penjaminan  
Kualitas (konsultasi, sosialisasi, asistensi, probity audit) 

Standar Audit  
Intern Pemerintah Indonesia dan  

Kebijakan Pengawasan 



Laporan Kinerja 
(LKjIP) 

KINERJA AKTUAL 

Penetapan Kinerja 

(Performance 

 Agreement) 

Rencana Kinerja 
Tahunan 

Rencana 
Strategis 

Rencana Kerja 
dan Anggaran 

(RKA) 

Laporan 
Pertanggung 

Jawaban 
Keuangan 

RPJMD 

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

Reviu RKA 

Reviu  RPJMD dan 

Renstra bersama 

BAPPEDA 

Evaluasi LKjIP/ 

SAKIP 
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Pengelolaan Keuangan Daerah 

Perencanaan & 
Penganggaran 

Pelaksanaan Penatausahaan Pertgjwban 

RPJMD 

RKPD 

KUA PPAS 

 RKA-SKPD 

 RAPBD 

Rancangan 

 DPA-SKPD 

 DPA-SKPD 

 Laporan Realisasi  

Semester Pertama 

 Perubahan APBD 

Penatausahaan  

Belanja 

Penatausahaan  

Pendapatan 

Kekayaan dan  

Kewajiban daerah 

 Akuntansi 

Keuangan Daerah 

Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 

 

 

 

 

• LRA 

• Neraca 

• Lap. Arus Kas 

• CaLK 

 Laporan Keuangan 

diperiksa oleh BPK 

 Raperda 
Pertanggung-

jawaban APBD   

 APBD 

Penatausahaan  

Pembiayaan 

 Pelaksanaan APBD 

 Disusun Sesuai 

SAP   

Reviu RPJMD, 

RKPD, dan RKA 

Reviu Perubahan 

APBD 

Audit Reguler (post dan on going) 

Pengawasan Lain (Konsultasi, Probity Audit) 

 

 

 

 

Reviu LKPD 



TUGAS & MANDATORI  
INSPEKTORAT DAERAH 

RUANG 

LINGKUP 

TUGAS 

BINWASDA UPG 

GRATIFIKASI 
PEMBANGUNAN 

BUDAYA 

INTEGRITAS 

WAS DEKON & 

TUGAS 

PEMBANTUAN 

EVALUASI  

KINERJA PENYEL. 

PEMDA (EKKPD) 

SPIP 

STRANAS GAH 

KORUPSI 

BIN AUDITOR 

BIN P2UPD 

KAWAL LHKPN 

AMJ KDH 
ADUAN 

MASY 

REVIU LAP 

KEUANGAN 

EVALUASI 

SAKIP 

BANGUN ZONA 

INTERIGITAS 

FASILITASI 

PMPRB 

KAWAL WBK 

WBBM 

KAWAL OPINI 

WTP 

PENEGAKAN 

DISIPLIN PNS 

KORSUPGAH 

REVIU RKA, 

RKPD, 

RPJMD 

TIM KINERJA 

DAERAH 

TAPD 

Audit 

Reviu 

Evaluasi 

 Pemantauan 

Konsultasi 

Asistensi 

Sosialisasi Q
U
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